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Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi 
Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal 
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Populasi dalam penelitian adalah laporan 
realisasi keuangan 11 Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi Periode 
2014-2018. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling yaitu 
pemilihan sampel dengan kriteria tertentu, sehingga didapat sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 5 laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh secara 
simultan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 
Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
terhadap Belanja Modal. 
Kata Kunci : Belanja Modal, PAD, DAU, DAK, DBH, SiLPA 

 
Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, agar pemerintah dapat 
melaksanakan fungsinya secara efektif, maka pemerintah daerah harus 
didukung sumber-sumber pembiayaan yang memadai baik yang berasal 
dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), 
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil 
(DBH) maupun lain-lain dari Penerimaan Daerah yang sah.  

Belanja modal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 Pasal 53, adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran 
yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan 
aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua 
belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.  

Menurut UU No 32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
yaitu penerimaan yang berasal dari hasil pajak daerah, pajak retribsi 
daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-
lain PAD yang sah atau hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 
penambahan nilai kekayaan bersih daerah.  

Dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana 
yang berasal dari APBN yang disalurkan ke pemerintah daerah sebagai 
pemerataan keuangan daerah dan untuk mengatasi kesenjangan antar 
daerah.  

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana perimbangan yang menjadi 
bagian sumber pendapatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 
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dalam bentuk realisasi belanja daerah. DAK bersumber dari dana APBN 
untuk membantu membiayai program khusus didaerah, untuk membiayai 
kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang 
belum mencapai standar tertentu. 

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan 
APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase 
tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki 
keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan 
potensi daerah penghasil. 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menurut Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 adalah selisih lebih realisasi 
penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam satu periode anggaran. 
Jika belanja daerah pada tahun tertentu rendah maka otomatis SiLPA 
ditahun tersebut akan besar. 

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris 
penelitian sehingga mampu menganalisis dan menjelaskan:  
6. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap 

pengalokasian belanja modal. 
7. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap 

pengalokasian belanja modal. 
8. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap 

pengalokasian belanja modal. 
9. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap 

pengalokasian belanja modal. 
10. Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh 

terhadap pengalokasian belanja modal. 
 
METODE  

Dalam penelitian ini metode pengumpulan sampel menggunakan 
metode Proporsive sampling (kriteria sampel), yaitu kriteria sesuai dengan 
variabel Y dan X  dengan cara mengumpulkan setiap sampel kabupaten 
dan kota yang diperlukan dalam penelitian ini, kemudian sampel 
kabupaten dan kota  tersebut dipelajari, dipahami,  dan dilanjutkan dengan 
proses pencatatan dan perhitungan terhadap data- data yang bersifat 
relevan terhadap permasalahan yang diteliti, sumber data yang digunakan 
pada penelitian ini diperoleh dengan cara mengunjungi situs 
(djpk.kemenkeu.go.id), dan berpatokan pada laporan realisasi anggaran 
APBD Tahun 2014 dan 2018. 
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HASIL  

 
Gambar 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

 
Gambar 2. Hasil Uji CEM 
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Gambar 3. Hasil Uji FEM 
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Gambar 4. Hasil Uji REM 

 
Gambar 5. Hasil Perhitungan Uji Chow 

 
Gambar 6. Hasil Perhitungan Uji Hausman 

 
Gambar 7. Hasil Perhitungan Uji Multiplier 
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No Metode Pengujian Hasil 

1 UjiChow CEM vs FEM FEM 

2 UjiHausman REM vs FEM REM 

3 UjiLagrage Multiplier CEM vs REM REM 

 
Tabel 1. Hasil Kesimpulan Uji 

 
Gambar 8. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F) 

 
Gambar 9. Hasil Perhitungan koefisien Determinasi 

 
Gambar 10. Hasil Perhitungan Uji T 

 
 Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) dalam pengujian ini tidak 
memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal pada Provinsi Jambi, hal ini 
disebabkan karena PAD pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi 
Jambi lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain seperti 
belanja rutin/belanja operasional juga karena suatu daerah kurang dalam 
menggali potensi daerah yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. 
Hal ini juga dapat dilihat dari hasil perhitungan uji t statistic yaitu -
0.678107. 
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Variabel Dana Alokasi Umum (X2) dalam pengujian ini memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini 
menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota pada Provinsi Jambi 
DAU yang besar dan dapat dilihat dari hasil uji t statistic 4.167695. 

Variabel Dana Alokasi Khusus (X3) dalam pengujian ini tidak 
memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal karena DAK yang diterima 
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada Provinsi Jambi dan hal ini bisa 
dilihat dari hasil uji t statistik yang diperoleh sebesar -0.175491. 
  Variabel Dana Bagi Hasil (X4) dalam pengujian ini memiliki 
pengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini menjelaskan bahwa Pemerintah 
Kabupaten/Kota pada Provinsi Jambi mendapatkan DBH yang besar dan 
dapat dilihat dari hasil uji t statistik yang diperoleh nilai 3.240717. 
  Variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (X5) dalam pengujian ini 
memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini menjelaskan bahwa 
peranan SiLPA merupakan indikator efisiensi karena SiLPA akan 
terbentuk  bila terjadi surplus pada APBD Pemerintah Kabupaten/Kota 
pada Provinsi Jambi dan SiLPA akan berpengaruh besar pada komposisi 
belanja daerah. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil uji t statistik yang 
diperoleh nilai 6.350569. 
  Teori stewardship menjelaskan mengenai situasi manajemen 
tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih ditujukan 
pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi 
(Donaldson, 1989 dan Davis, 1991). Teori ini mengambarkan tentang 
adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. 
Pemerintah selaku steward dengan fungsi pengelola sumber daya dan 
rakyat selaku principal pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang 
terjalin antara pemerintah (steward) dan rakyat (principal) berdasarkan 
kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor public 
memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada public dan dapat di 
pertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik). Sehingga dapat 
diterapkan dalam model kasus organisasi sektor publik dengan teori 
stewardship. 
  Dalam Penelitian ini penulis hanya membahas mengenai 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi 
Khusus (DAK),  Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa Lebih Perhitungan  
Anggaran (SiLPA) Terhadap belanja modal pada Pemerintah 
Kabupaten/Kota pada Provinsi Jambi periode laporan keuangan tahun 
2014 sampai dengan 2018. 
 
 
 
 
KESIMPULAN  
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Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan 
mengenai hasil dari penelitian, maka keksimpulan dalam penelitian yang 
dilakukan ini adalah sebagai berikut : 
1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) tidak berpengaruh terhadap 

Belanja Modal. 
2. Variabel Dana Alokasi Umum (X2) dalam pengujian ini berpengaruh 

positif terhadap Belanja Modal. 
3.  Variabel Dana Alokasi Khusus (X3) tidak berpengaruh terhadap 

Belanja Modal. 
4. Variabel Dana Bagi Hasil (X4) berpengaruh positif terhadap Belanja 

Modal.  
5. Variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (X5) berpengaruh positif 

terhadap Belanja Modal. 
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